
 

 

 

 

BUPATI JOMBANG 

PROVINSI JAWA TIMUR 

PERATURAN BUPATI JOMBANG 

NOMOR 82 TAHUN 2023 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI JOMBANG NOMOR 28 TAHUN 2022 
TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN 

PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA 

MONITORING DAN EVALUASI BELANJA TIDAK TERDUGA 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI JOMBANG, 

 

Menimbang : a.  bahwa Peraturan Bupati Jombang Nomor 28 Tahun 2022 
tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan 

Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta 
Monitoring dan Evaluasi Belanja Tidak Terduga masih 

belum memenuhi perkembangan yang ada di lingkup 
Pemerintahan Kabupaten Jombang sehingga perlu 

dilakukan beberapa perubahan; 

  b. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud pada 
huruf a, perlu menetapkan Perubahan atas Peraturan 

Bupati Jombang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Tata Cara 
Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, 

Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan 
Evaluasi Belanja Tidak Terduga dalam Peraturan Bupati; 

Mengingat  : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam 
Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah 
diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 
19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 2730); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4286); 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4410); 
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5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang 

Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4723); 

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan 

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6757);  

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan 
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6757);  

8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang 
Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, 
Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4828); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang 
Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 83, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4829); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 
Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);  

12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 

1781; 

14. Peraturan Bupati Jombang Nomor 28 Tahun 2022 tentang 

Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan 
Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta 

Monitoring dan Evaluasi Belanja Tidak Terduga (Berita 
Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2022 Nomor 28/A); 
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MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI JOMBANG TENTANG PERUBAHAN 
ATAS PERATURAN BUPATI JOMBANG NOMOR 28 TAHUN 

2022 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, 
PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, 

PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA 
MONITORING DAN EVALUASI BELANJA TIDAK TERDUGA. 

 

Pasal I 

Ketentuan Pasal 10 Peraturan Bupati Jombang Nomor 28 

Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan 
dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta 
Monitoring dan Evaluasi Belanja Tidak Terduga (Berita Daerah 

Kabupaten Jombang Tahun 2022 Nomor 83/E) diubah 
sehingga secara keseluruhan Pasal 10 berbunyi sebagai 

berikut: 
 

Pasal 10 

(1) Pengajuan Belanja Tidak Terduga berkenaan dengan 

pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-
tahun sebelumnya yang disebabkan oleh kelebihan 
penerimaan daerah tahun sebelumnya.  

(2) Pengguna Anggaran sesuai dengan kewenangannya 
melakukan proses verifikasi dan validasi, yang 

dimaksudkan untuk: 
a. memastikan keabsahan bukti yang dijadikan dasar 

pengajuan; 
b. memastikan unsur penyebab pengajuan 

pengembalian.  

(3) Pengguna Anggaran mengajukan usulan Belanja Tak 
Terduga untuk pengembalian penerimaan tahun 

sebelumnya kepada PPKD dengan dilengkapi: 

a. Surat permohonan pengembalian kelebihan 

pembayaran; 

b. rekomendasi APIP atau putusan pengadilan 

berkekuatan hukum tetap dan sudah tidak ada upaya 
hukum lainnya; dan/atau 

c. Informasi lainnya yang dipersamakan sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan.  

(4) Pencairan dana pengembalian kelebihan pembayaran atas 

penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan 

mekanisme Langsung (LS). 
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Pasal II 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 
dalam Berita Daerah Kabupaten Jombang. 

 

Ditetapkan di Jombang 

Pada tanggal   17 juli 2023       

BUPATI JOMBANG, 

ttd 

 

MUNDJIDAH WAHAB 

Diundangkan di Jombang 

Pada tanggal  17 Juli 2023          

SEKRETARIS DAERAH  

KABUPATEN JOMBANG, 

 

                 ttd 

 

      AGUS PURNOMO 

 

 

BERITA DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2023 NOMOR 82/E 
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